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Saraswati rikasaraswati@unika.aca.id Abstrak Sejak berlakunya Konvensi Hak
Anak, telah terjadi perubahan paradigma bahwa anak bukan lagi menjadi
properti orangtua melainkan seseorang yang bernilai dengan memiliki
hak-haknya secara mandiri; dan untuk mewujudkan hak-hak ini maka menjadi
kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat untuk menjamin
pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak tersebut. Perubahan paradigma
tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan harus diterapkan
terhadap masyarakat Indonesia. Pelibatan masyarakat perguruan tinggi
dilakukan dengan harapan mampu melakukan transfer pengetahuan dan nilai
atas paradigm hak-hak anak yang baru untuk mengubah konsep dan nilai- nilai
yang salah dan sudah usang dalam memandang anak - konsep dan nilai yang
selama ini melanggengkan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak. Pelibatan
masyarakat akademis di lingkungan Program studi Ilmu Hukum Unika
Soegijapranata telah dilakukan melalui penyelenggaraan mata kuliah Hukum
Perlindungan Anak. Proses pembelajaran mata kuliah ini melibatkan dosen dan









dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang lainnya, yaitu penelitian dan
pengabdian. Melalui program tri dharma perguruan tinggi terjadi transfer
pengetahuan, nilai dan pengalaman yang berdasarkan pada asas dan paradigm
baru yang mengakui dan menghargai hak-hak anak Melalui kegiatan tri dharma
perguruan tinggi ini diharapkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak
dapat tercapai sesegera mungkin, karena transfer pengetahuan, nilai dan
pengalaman yang terjadi dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan dan
peraturan hukum yang lebih berpihak pada kepentingan pemenuhan hak-hak
anak. Kata kunci: Mata kuliah, hukum perlindungan anak, program studi, ilmu
hukum, tri dharma perguruan tinggi 1.Latar Belakang Paradigma tentang anak
mengalami perubahan yang cukup radikal semenjak adanya Konvensi Hak Anak
pada tahun 1989. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini melalui Peraturan
Presiden Nomor 36 tahun 1990. Konsekuensi meratifikasi Konvensi hak Anak bagi
negara peserta, termasuk Indonesia, adalah kewajiban untuk menyelenggarakan
perlindungan terhadap anak. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak maka
negara secara resmi mengakui prinsip bahwa anak bukan lagi menjadi properti
orangtua melainkan seseorang yang bernilai dengan memiliki hak-haknya secara
mandiri; dan untuk mewujudkan hak-hak ini maka menjadi kewajiban dan
tanggungjawab negara, orang dewasa dan orangtua untuk menyelenggarakan
pemenuhan hak-hak tersebut. [1] Konvensi Hak Anak adalah tonggak
pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan dan
pemenuhan hak-hak anak di Indonesia, misalnya UU Nomor 39 tahun 1999









dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Anak, UU tentang tenaga kerja dan sebagainya. Bahkan keberadaan Konvensi
Hak Anak beserta berbagai peraturan perundang-undangan tentang anak
ternyata masih belum mampu mengubah paradigm pola pengasuhan anak yang
dilakukan oleh orangtua terhadap anaknya yang masih menerapkan
bentuk-bentuk kekerasan.[2] Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila
kekerasan terhadap anak tetap saja terjadi dan bahkan meningkat dalam kurun
waktu 2010-2015.[3] Upaya pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggungjawab
negara peserta melalui pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat
di perguruan tinggi belum secara eksplisit muncul di dalam UU Perlindungan
anak tahun 2002. Peran perguruan tinggi dalam menghadapi perubahan ini
sebenarnya sangat penting karena suatu perubahan pada hakekatnya memiliki
latar belakang filosofis, sosial, budaya, humanis yang kemudian dikemas ke dalam
sebuah peraturan. Untuk melakukan sosialisasi dan menjelaskan perubahan-
perubahan ini dengan segala latarbelakangnya secara logis, analitis akademis dan
sistematis[4] kepada masyarakat agar tidak terjadi gejolak atau agar perubahan
berlangsung dengan lancar maka peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan
dalam hal ini; terutama peran program studi ilmu hukum karena mengingat
Konvensi Hak Anak berkaitan dengan asas, nilai dan norma hukum yang akan
diberlakukan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan- perubahan sosial
di dalam masyarakat. Mengingat pentingnya peran perguruan tinggi di dalam









yang terkait maka tidak mengherankan jika keterlibatan masyarakat semakin
dipertegas di dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak.[5] Hal ini menunjukkan bahwa
pemerintah memandang perlunya pelibatan masyarakat akademis dalam upaya
pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Harapan telah disandarkan
terhadap peran strategis kaum akademisi di peruruan tinggi agar dapat lebih
berperan dalam mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan
ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai
humaniora bagi kehidupan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. [6] Tulisan ini
selanjutnya membahas dua hal, yaitu mengenai penyelenggaran mata kuliah
hukum perlindungan anak dan Mata Kuliah Hukum Perlindungan Anak dan
Penerapannya ke dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Topik pertama
membicarakan mengenai perjalanan munculnya mata kulah hukum perlindungan
anak dan penyelenggaraannya di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan
Komunikasi Unika Soegijapranata. Kemudian yang kedua membicarakan
mengenai kegiatan tri dharma perguruan tinggi yang dilakukan par dosen
pengampu bersama dengan para mahasiswa dalam rangka melakukan transfer
pengetahuan, nilai dan pengalaman berkaitan dengan hak-hak anak. 2.
Penyelenggaraan Mata Kuliah Hukum Perlindungan Anak Pesan yang disampaikan
oleh KHA sangat jelas bahwa anak bukan lagi menjadi properti orangtua
melainkan seseorang yang bernilai dengan memiliki hak-haknya secara mandiri;
dan menjadi kewajiban dan tanggungjawab negara, masyarakat dalam hal ini









tersebut. Perubahan paradigma ini belum bisa diterima oleh sebagian besar
orang dewasa di dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan bahwa sebanyak 80%
keluarga di Indonesia menggunakan kekerasan dalam mendidik anaknya adalah
bukti nyata bahwa selama ini anak Indonesia diperlakukan sebagai properti
(barang milik) oleh orangtuanya.[7] Selain itu, terdapat paradigma yang
memandang anak adalah property yang bisa mengangkat derajat/status
orangtua, sehingga orangtua sangat menuntut (dan sering dilakukan dengan
menggunakan kekerasan, baik verbal maupun fisik) terhadap anak untuk selalu
mematuhi kehendak orangtuanya. Nilai-nilai salah mengenai anak yang sudah
lama tertanam di dalam masyarakat ini yang harus diganti dan diubah dengan
paradigm yang berpihak kepada anak. Paradigma hak-hak anak yang baru
menekankan pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang didasarkan
pada asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik anak, asas penghargaan hak
berpendapat anak dan asas tumbuh kembang anak. Keempat asas ini adalah asas
yang harus digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk
menjalankan pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.[8] Sebagaimana telah
disampaikan dalam latar belakang bahwa peran perguruan tinggi dalam
menghadapi perubahan ini sebenarnya sangat penting karena keberadaaan
Konvensi Hak Anak dengan keempat prinsip dasarnya tersebut pada hakekatnya
adalah suatu perubahan sosial yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor filosofis,
sosial, budaya, dan hukum. Untuk memudahkan perubahan sosial tersebut maka
perlu ada sosialisasi dan penjelasan perubahan-perubahan ini dengan segala









masyarakat agar tidak terjadi gejolak atau agar perubahan berlangsung dengan
lancar sehingga tujuan yang hendak dicapai bisa terwujud. Terpanggil untuk
mengubah paradigma masyarakat yang berpihak kepada kepentingan terbaik
anak berdasarkan keempat prinsip dasar dalam Konvensi Hak Anak tersebut,
penulis kemudian membuat sebuah mata kuliah pilihan bernama Hukum
Perlindungan Anak di tahun 2006. Pembentukan mata kuliah ini sudah dilakukan
jauh-jauh hari sebelum pelibatan masyrakat akademik ditegaskan oleh
pemerintah Indonesia ke dalam UU 35 Tahun 2014. Jadi Prodi Ilmu Hukum sudah
selangkah sangat maju dalam hal ini. Mengingat pemenuhan dan perlindungan
hak-hak anak adalah persoalan yang cukup kompleks karena berkaitan dengan
berbagai faktor, dan mengingat kemampuan penulis yang terbatas maka mata
kuliah ini dirancang sebagai mata kuliah kelompok yang diampu oleh tiga orang
dosen yang memiliki kompetensi di bidangnya, yaitu Ibu Dr. Marcella Elwina
Simandjuntak, SH.CN.M.Hum di bidang kepidanaan, Bapak V. Hadiyono,
SH.M.Hum di bidang kenegaaraan dan penulis di bidang keperdataan. Tujuan
jangka pendek adalah membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang
hak-hak anak dan persoalan-persoalannya di dalam masyarakat, khususnya di
bidang hukum (ditinjau dari hukum keperdataan, kepidanaan, dan kenegaraan).
Selain itu juga untuk mengajak mahasiswa menjadi lebih kritis melihat
ketersalingsilangan dari berbagai aspek yang ada dalam masyarakat, misalnya
faktor identitas anak yang meliputi status sosial, pendidikan, agama, suku bangsa
dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap pelaksanaan perlindungan dan









masyarakat Indonesia, khususnya melalui mahasiswa- mahasiswa prodi ilmu
hukum sebagai generasi penerus dan calon pemimpin bangsa. Dengan
menempatkan para mahasiswa sebagai generasi penerus dan calon pemimpin
bangsa yang akan berkiprah di dalam masyarakat dan kehidupan bernegara
maka materi-materi dalam mata kuliah hukum perlindungan anak ini diharapkan
mampu membekali mereka dalam merancang, membuat dan melaksanakan
kebijakan atau peraturan hukum yang berpihak kepada kepentingan anak.
Keberadaan mata kuliah ini juga sejalan dengan visi dan misi prodi hukum. 3.
Mata Kuliah Hukum Perlindungan Anak dan Penerapannya ke dalam Tri Dharma
Perguruan Tinggi Meskipun pembentukan mata kuliah Hukum Perlindungan Anak
telah dilakukan jauh hari sebelum penegasan pelibatan masyarakat akademis di
dalam UU Perlindungan Anak tahun 2014, hal ini tidak mengurangi kehendak
penulis beserta teman-teman pengajar mata kuliah ini untuk mewujudkannya ke
dalam program tri dharma perguruan tinggi hingga saat ini. Menurut Pasal 1 UU
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang dimaksud dengan
Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk
menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Ketiga kegiatan ini sangat penting dan terkait satu sama lain bagi proses
pembelajaran, transfer ilmu kepada masyarakat dan untuk mendapatkan input
dari masyarakat. Skema1. Keterkaitan antara pendidikan-pengajaran, penelitian
dan pengabdian mata kuliah hukum perlindungan anak [pic] 3.1.
Pendidikan dan Pengajaran Menurut Pasal 1 UU Nomor 12
Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, pendidikan pada dasarnya adalah suatu









usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual kegamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat,
bangsa dan Negara. Dari pengertian pendidikan diatas maka proses
pembelajaran dalam mata kuliah hukum perlindungan anak di Program Studi
Ilmu Hukum Unika Soegijapranata Semarang diharapkan mampu untuk
menciptakan manusia Indonesia yang memiliki pengetahuan tentang
perlindungan hak-hak anak dan persoalan-persoalannya, serta memiliki
ketrampilan dalam melihat akar permasalahan dan solusi penyelesaiannya.
Materi hukum perlindungan anak yang diajarkan ini meliputi hukum keperdataan,
hukum kepidanaan dan hukum kenegaraan. Secara umum materi membahas
mengenai dasar hukum pengaturan hak-hak anak di tingkat Internasional dan di
Indonesia, permasalahan-permasalahan anak di Indonesia dan faktor
penyebabnya. Setelah itu materi membahas persoalan-persoalan khusus di
bidang hukum keperdataan, misalnya hak anak atas identitasnya melalui akte
kelahiran, pengangkatan anak, perwalian, hak berpendapat anak dalam hal
terjadi perceraian orangtuanya. Materi hukum keperdataan pada prinsipnya
membahas hak-hak anak di sektor atau ruang-ruang domestik/perdata.
Kemudian, materi hukum kenegaraan membahas mengenai kebijakan- kebijakan
pemerintah baik pusat atau daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan
perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di semua aspek kehidupan anak di









hukumnya, kajian hak anak di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, keterwakilan
anak dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah (termasuk di sini adalah hak
anak untuk didengarkan pendapatnya sebelum pemerintah pusat dan daerah
membuat suatu kebijakan atau peraturan hukum), kota layak anak, dan
sebagainya. Selanjutnya, materi di bidang kepidanaan membahas mengenai
peraturan hukum yang terkait dengan hak-hak anak, khususnya anak-anak yang
berhadapan dengan hukum, baik anak yang menjadi korban, anak pelaku
maupun anak sebagai saksi. Materi di bidang ini membahas sistem peradilan
pidana yang berpihak kepada kepentingan terbaik anak melalui pendekatan
restorative justice dan diversi. Melalui materi-materi tersebut, maka proses
pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan dengan dua cara yaitu melalui
transfer ilmu di dalam kelas dan melakukan pengamatan atau penelitian kecil di
lapangan melalui service learning. Kegiatan tersebut semuanya diakhiri
dengan pembuatan tugas yang hasilnya dipresentasikan di dalam kelas dan
diseminarkan dengan mengundang stake holders terkait. Melalui dua cara
tersebut maka mahasiswa tidak hanya akan mendapatkan teori melainkan juga
pengalaman di lapangan selama melakukan pengamatan dan penelitian.
Kunjungan ke lembaga pemasyarakatan anak juga menjadi agenda materi kuliah.
Apabila mahasiswa yang bersangkutan tertarik untuk mendalami lebih lanjut
topik yang diteliti, maka pengetahuan tentang kondisi yang nyata di dalam
masyarakat dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bekal dan bahan untuk
menulis tugas akhirnya, yaitu skripsi. Topik-topik yang sering diambil mahasiswa









dengan hukum, hak anak di bidang pendidikan, perundungan dan hak-hak anak,
anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Selain memberikan manfaat kepada
mahasiswa, kegiatan ini juga membantu dosen pengampu untuk pengayaan
materi kuliah atau sebagai bahan materi untuk melakukan penelitian. Dengan
demikian, dimungkinkan dosen dengan mahasiswa melakukan penelitian dengan
topik yang sama tetapi permasalahannya berbeda. 3.2. Penelitian Kegiatan
penelitian menjadi salah satu pilar tri dharma perguruan tinggi karena penelitian
adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara
sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan
dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan
teknologi. Hasil dari sebuah penelitian tidak hanya berguna bagi kemajuan
perguruan tinggi, khususnya bagi dosen dan mahasiswa, melainkan juga
kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara. Sejak mata
kuliah terselenggara, dosen pengampu telah melakukan banyak penelitian yang
terkait dengan permasalahan anak di bidang hukum keperdataan, kepidanaan
dan kenegaraan. Di bidang keperdataan telah dilakukan penelitian tentang
'Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama terhadap Tuntutan Hak Nafkah Anak
dalam Perkara Perceraian' (2006). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan
kepentingan hak-hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim
yang satu dengan yang lain belum memiliki perspektif yang sama dalam
memberikan putusan yang diperlukan untuk kepentingan anak di masa depan,









dan pendidikan.[10] Penelitian ini dilanjutkan dengan penelitian mengenai hak
berpendapat anak dalam kasus perceraian (2016, sedang berlangsung). Hak
berpendapat anak menjadi hal yang sangat penting untuk didengarkan oleh
orang dewasa atau pemerintah ketika orangtua berselisih di pengadilan dalam
menentukan hak asuh anak. Menjadi tugas hakim untuk menetapkan hak asuh
anak dan kepada siapa anak akan tinggal, akan tetapi sebelum membuat putusan
atau menetapkan maka hakim memiliki kewajiban untuk mendengarkan
pendapat anak. Meskipun belum ada ketentuan yang mengatur dengan jelas dan
pasti mengenai batas usia anak yang dapat didengar pendapatnya, khususnya
dalam praktek di Pengadilan Negeri yang menggunakan UU Perkawinan sebagai
pedomannya.[11] Di bidang hukum pidana telah dilakukan penelitian berjudul
'Membangun model 'Peradilan Restoratif' Penyelesaian Perkara Anak yang
berkonflik dengan Hukum Pidana'. Penelitian ini bertujuan untuk membangun
model peradilan restoratif yang sesuai untuk diterapkan kepada anak-anak yang
berhadapan dengan hukum. Melalui pembuatan model alternatif ini diharapkan
aparat penegak hukum mendapat pemahaman bahwa ada altenatif penyelesaian
bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang dibuat dalam rangka melindungi
kepentingan anak dan pemenuhan hak-haknya.[12] Di bidang kenegaraan,
penelitian di tahun 2008 berusaha mengetahui kebijakan pemerintah Kota
Semarang dalam menjalankan program Kota Ramah Anak. Penelitian
menunjukkan bahwa kelurahan-kelurahan yang diteliti sebenarnya belum siap
untuk menerapkan program kota ramah anak karena fasilitas publik yang









sebagai salah satu indikasi kota ramah anak tidak terpenuhi.[13] Kemudian,
penelitian tentang hak-hak anak dan sekolah aman (tahun 2006, 2007 dan 2008).
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman tentanag hak-hak
anak dan sekolah yang aman menurut persepsi guru dan anak-anak sekolah di
tingkat dasar[14] dan sekolah menengah pertama. Melalui hasil penelitian dapat
diketahui bahwa pemahaman tentang hak-hak anak dan sekolah yang aman
masih rendah. Juga ditemukan kenyataan berdasar pendapat para murid bahwa
sekolah masih menjadi tempat terjadinya kekerasan.[15] Selanjutnya masih
berkaitan dengan hak-hak anak di sekolah. Penelitian di tahun 2015 dan 2016
(sedang berlangsung) ini dilatarbelakangi keprihatinan atas maraknya
perundungan atau bullying di sekolah-sekolah, baik dari tingkaat sekolah dasar
hingga peruruan tinggi. Hal yang sangat menyedihkan adalah ketika
perundungan/bullying sudah memakan banyak korban hingga menginggal dunia,
pemerintah tidak juga membuat suatu kebijakan yang berskala nasional untuk
mencegah atau menguranginya. Pemerintah cenderung terkesan membiarkan
dan menyerahkan kepada pemerintah daerah. Melalui penelitian ini dibuat
sebuah model tata tertib tentang perundungan/bullying yang bisa digunakan
sebagai pedoman dalam mencegah dan menyelesaikan perselisihan yang
disebabkan oleh perundungan/bullying di sekolah-sekolah.[16] Hasil-hasil
penelitian ini tidak hanya memperkaya pengetahuan bagi dosen pengampu
dalam menyampaikan materi terkait, melainkan juga menjadi titik tolah untuk
mengadakan penelitian lanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh dosen









dalamnya. Saat ini sudah ada upaya dari dosen pengampu untuk melibatkan
mahasiswa dalam penelitian yang dilakukan dosen, tidak hanya sebagai pencari
data melainkan juga melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan
mengambil salah satu perumusan masalah yang dilakukan oleh dosen pengampu.
3.3. Pengabdian Menurut undang - undang tentang pendidikan tinggi,
pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang
memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan
masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada
masyarakan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan positif. Dalam rangka
mendukung penyelenggaran mata kuliah Hukum Perlindungan anak, maka
kegiatan pengabdian pada masyarakat yang diadakan oleh Prodi Ilmu Hukum
diarahkan ke topik yang berkaitan dengan hak-hak anak. Kegiatan pengabdian
yang pernah dilakukan program studi ilmu hukum dengan tema hak-hak anak
ada dua yaitu perundungan/bullying di sekolah dan hak-hak anak dan kekerasan
dalam rumah tangga. Pada kegiatan yang pertama, program studi Ilmu Hukum
bermitra dengan SMA St. Louis. Metode kegiatan pengabdian dilakukan dengan
cara melibatkan mahasiswa yang pernah mengikuti mata kuliah hukum
perlindungan anak sebagai fasilitator dengan dosen pengampu dan dosen lain
yang berminat untuk menjadi pendamping. Untuk keperluan tersebut, diadakan
pelatihan terlebih dahulu kepada para mahasiswa dalam hal penguasaan teori
yang akan disampaikan dan cara penyampaian. Melalui sebuah workshop yang
diselenggarakan oleh prodi ilmu hukum, mahasiswa yang mendaftarkan diri










Setelah itu, mereka diminta membuat power point berisikan materi yang akan
disampaikan menurut versi mereka atau sudut pandang mereka tanpa
mengurangi substansi dasar dari materi yang sebelumnya telah diberikan oleh
dosen pendamping. Selanjutnya mahasiswa diminta untuk mempresentasikan
materi yang telah dibuat dihadapan teman-temannya dan dievaluasi oleh dosen
pembimbing. Melalui evaluasi maka dapat diketahui kekurangan yang ada, baik
dari subtansi maupun cara penyampaian. Kegiatan pengabdian yang kedua
dilakukan di Desa Gemawang, Kabupaten Semarang. Dalam kegiatan ini cakupan
masyarakat yang dituju tidak hanya masyarakat sekolah di sekolah dasar dengan
topik pehak-hak anak dan perundungan/bullying, melainkan juga masyarakat
umum karena topik yang disampaikan tentang kekerasan anak di dalam rumah
tangga. Metode kegiatan pengabdian yang dilakukan sama dengan kegiatan
pengabdian yang pertama yaitu melibatkan mahasiswa yang pernah mengikuti
mata kuliah hukum perlindungan anak sebagai fasilitator dengan dosen
pengampu dan dosen lain yang berminat untuk menjadi pendamping. Untuk
keperluan tersebut, diadakan pelatihan terlebih dahulu kepada para mahasiswa
dalam hal penguasaan teori mengenai hak anak, perundungan/bullying dan
kekerasan dalam rumah tangga. Setelah itu, mereka diminta membuat power
point berisikan materi yang akan disampaikan menurut versi mereka atau sudut
pandang mereka tanpa mengurangi substansi dasar dari materi yang sebelumnya
telah diberikan oleh dosen pendamping. Selanjutnya mahasiswa diminta untuk
mempresentasikan materi yang telah dibuat dihadapan teman-temannya dan









kekurangan yang ada, baik dari subtansi maupun cara penyampaian. Kegiatan
pengabdian yang melibatkan dosen dan mahasiswa bersama-sama sangat
memberikan manfaat bagi kedua pihak. Bagi mahasiswa yang bersangkutan,
mereka mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat secara
langsung dengan cara menampilkan kemampuannya di bidang akademik melalui
penyampaian materi, berdiskusi dan menyelesaikan persoalan yang muncul
dalam kegiatan tersebut. Dengan kemampuan yang ada setelah mendapat
pembekalan, dan setelah mendapatkan pengalaman tersebut maka mahasiswa
menjadi lebih percaya diri. Melalui kegiatan ini, program studi ilmu hukum,
khususnya para dosennya, telah menyiapkan para mahasiswa agar mampu
bersosialisasi dengan masyarakat dan mampu berkontribusi nyata. Hal ini
sangat penting karena mahasiswa adalah generasi penerus dan calon pemimpin
bangsa dan memiliki peran sebagai agent of change di dalam masyarakat. Bagi
dosen atau program studi ilmu hukum, kegiatan ini tentunya merupakan sebuah
bentuk promosi yang sangat baik dalam mencitrakan program studinya sebagai
program studi yang bertujuan untuk membentuk mahasiswanya sebagai ahli
hukum yang kritis dan humanis. Penyelenggaraan mata kuliah hukum
perlindungan anak merupakan mata kuliah yang mengajarkan kekritisan dan
kehumanisan kepada para mahasiswanya, khusus untuk persoalan-persoalan hak
anak. Dengan berinteraksi secara langsung maka program studi dan dosen
pengampu mata kuliah hukum perlindungan anak mendapatkan masukan yang
berguna untuk pengembangan lebih lanjut penyelenggaraan mata kuliah hukum










(penelitian dan pengabdian). Selain itu, melalui kegiatan pengabdian ini prodi
ilmu hukum, melalui dosen dan mahasiswanya telah memberikan jJasa pelayanan
dalam bentuk pendidikan dan advokasi/pendampingan hukum maupun non
hukum yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat atas hak-hak anak dengan tujuan untuk menekan atau mengurangi
angka kekerasan terhadap anak baik di ranah privat, dalam hal ini ranah rumah
tangga, maupun di ranah publik khususnya di sekolah. Kesimpulan
Perubahan-perubahan asas hukum, dalam hal ini hak-hak anak dengan
mengutamakan asas non-diskriminasi, asas kepentingan terbaik anak, asa tumbuh
dan kembang, dan asa penghargaan terhadap hak berpendapat anak, merupakan
sesuatu hal yang harus terjadi dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat
anak sebagai manusia yang terbebas dari diskriminasi dan segala bentuk
kekerasan. Perubahan konsep atau paradigm tersebut membutuhkan suatu
kesadaran untuk memahami latar belakang penyebab dan tujuannya. Mengingat
latar belakang perubahan dan tujuannya bersifat tidak hanya filosofi, sosial, dan
humanis, maka pelibatan kaum akademisi dari perguruan tinggi sangat
dibutuhkan. Hal ini didaasarkan pada kenyataan bahwa perguruan tinggi
adalah sebuah lembaga yang memiliki peran sangat strategis dalam
mencerdaskan bangsa melalui kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian.
Oleh karena itu untuk menjawab kewajiban tersebut, peneliti bersama- sama
dengan rekan dosen lainnya menyelenggarakan sebuah mata kuliah berjudul
hukum perlindungan anak. Penyelenggaraan mata kuliah ini didasarkan pada









perundang-undangan tentang anak yang diperkaya dengan hasil-hasil penelitian
dan pengabdian. Keterlibatan dosen, mahasiswa dan masyarakat merupakan hal
yang penting karena bersama-sama mereka maka transfer pengetahuan , nilai
dan pengalaman hanya dapat dilaksanakan dengan baik dan akan memberikan
manfaat yang saling menguntungkan dan bertimbal balik.. Daftar Pustaka Ahmad
Romadoni, Kak Seto: 80% Keluarga Didik Anak dengan Kekerasan , liputan6.com,
March 21, 2014 http://news.liputan6.com/read/2025836/kak-seto-
80-keluarga-didik-anak-dengan-kekerasan Davit Setyawan, KPAI: Pelaku
Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat, 14 Juni 2015 http:
//www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun
- meningkat Rika Saraswati dkk, 2007, Safe School dan Kekerasan Berbasis
Jender: Studi Eksplorasi Pada Siswa SMP dan SMA di Kota Semarang (LPPM dan
Dinas Sosial Kota Semarang). Rika Saraswati dan B. Resti Nurhayati, 2008,
Pemahaman Hak Anak dan Safe School pada Siswa Sekolah Dasar dan Guru di
Kota Semarang (Fakultas Hukum Unika dan LPPM Unika Soegijapranata). Rika
Saraswati dan V. Hadiyono, 2015, Tata Tertib Sekolah yang Responsif Anti
Kekerasan/Bullying Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak
Anak Sekolah di Kota Semarang (DIKTI V. Hadiyono dan Rika Saraswati, 2006,
Pertimbangan Hakim dalam Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan
tentang Hak Nafkah Anak dalam Kasus Perceraian (Fakultas Hukum Unika).
V.Hadiyono dan Rika Saraswati, 2008, Kebijaksanaan Pemerintah Kota dalam
Mewujudkan Kota Ramah Anak, (Fakultas Hukum Unika Soegijapranata dan LPPM










2013, Membangun Pranata Peradilan Restoratif Penyelesaian Perkara Anak yang
Berkonflik dengan Hukum Pidana (DIKTI) R. Brian Howe and Katherine Covell,
Miseducating Children About their Rights, Education, Citizenship and Social
Justice, 2010, 5(2), 91-102. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1990 tentang
Ratifikasi Konvensi Hak Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Hak Anak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Perguruan Tinggi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ----------------------- [1]
R. Brian Howe and Katherine Covell, Miseducating Children About their Rights,
Education, Citizenship and Social Justice, 2010, 5(2), 91-102. [2]Ahmad
Romadoni, Kak Seto: 80% Keluarga Didik Anak dengan Kekerasan , liputan6.com,
March 21, 2014 http://news.liputan6.com/read/2025836/kak-seto-
80-keluarga-didik-anak-dengan-kekerasan [3] Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI) menyatakan, kekerasan pada anak selalu meningkat setiap
tahun. Hasil pemantauan KPAI dari 2011 sampai 2014, terjadi peningkatan
yang sifnifikan. "Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, 2012 ada 3512
kasus, 2013 ada 4311 kasus, 2014 ada 5066 kasus," Ada lima kasus tertinggi
dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015. Pertama, anak
berhadapan dengan hukum hingga april 2015 tercatat 6006 kasus. Selanjutnya,
kasus pengasuhan 3160 kasus, pendidikan 1764 kasus, kesehatan dan napza 1366
kasus serta pornografi dan cybercrime 1032 kasus. Davit Setyawan, KPAI:













terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/ [4] Hal ini sesuai dengan Prinsip da
n Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pasal 6 Pendidikan Tinggi
diselenggarakan dengan prinsip: pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas
Akademika;
dan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan
serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. [5] Pasal
25 menyebutkan bahwa: Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap
Perlindungan Anak dilaksanakan melalui (1)kegiatan peran Masyarakat dalam
penyelenggaraan Perlindungan Anak. (2) Kewajiban dan tanggung jawab
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandengan melibatkan
organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak. " [6] Pasal 6UU PT
[7] [8] Pasal 2 Konvensi Hak Anak. [9] Hal ini sesuai dengan Prinsip dan
Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pasal 6 Pendidikan Tinggi
diselenggarakan dengan prinsip: pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas
Akademika;
dan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan
serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. [10] V.
Hadiyono dan Rika Saraswati, Pertimbangan Hakim dalam Pertimbangan Hakim
dalam Putusan Pengadilan tentang Hak Nafkah Anak dalam kasus perceraian,
Fakultas Hukum Unika, 2006, [11] UUPerkawinan belum mengatur usia anak
yang dapat didengar pendapatnya, sementara itu di dalam Kompilasi Hukum
islam telah diatur. Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 telah mengatur batas
usia anak yang dapat didengar pendapatnya untuk menentukan dengan siapa ia
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ingin tinggal, yaitu yang sudah mumayiz atau di atas 12 tahun. Pasal 105 (a) KHI
menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 12 (belum mummayiz) maka hak
asuhnya berada pada ibunya. Pasal ini secara tidak langsung menyiratkan
maksud bahwa anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun (secara otomatis)
akan mendapatkan hak asuh ibunya, kecuali jika ternyata si ibu dianggap tidak
cakap untuk mendapatkan hak asuh. [12] Kemudian Pasal 105 (b) KHI
menyebutkan pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak
untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
[13] V.Hadiyono, Marcella Elwina S,dan B. Resti Nurhayati, Membangun
Pranata Peradilan Restoratif Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan
Hukum Pidana, 2013. [14] V.Hadiyono dan Rika Saraswati, Kebijaksanaan
Pemerintah Kota dalam Mewujudkan Kota Ramah anak, didanai oleh LPPM Unika
Soegijapranata, 2008 [15] Rika Saraswati dan B. Resti Nurhayati,
Pemahaman Hak Anak dan Safe School pada Siswa Sekolah Dasar dan Guru di
Kota Semarang, didanai oleh LPPM Unika Soegijapranata, 2008 . [16] Rika
Saraswati dkk, Safe school dan kekerasan berbasis jender: studi eksplorasi pada
siswa SMP dan SMA di Kota Semarang, didanai oleh Dinas Sosial Kota Semarang,
2007. [17] Rika Saraswati dan V. Hadiyono, 2015. Tata tertib sekolah yang
responsif anti kekerasan/bullying sebagai upaya untuk mewujudkan pemenuhan
hak-hak anak sekolah di Kota Semarang. ----------------------- Pendidikan dan
Pengajaran: Dosen, mahasiswa masyarakat Pengabdian: Dosen Mahasiswa
masyarakat Penelitian: Dosen Mahasiswa masyarakat MK. Hukum Perlindungan
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